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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan 

Dari penjabaran dan analisis yang telah dijabarkan, penulis memperoleh 

kesimpulan bahwa: 

a. Terkait Hak Imunitas Advokat 

Imunitas merupakan suatu pengecualian atas keberlakuan suatu hal 

secara umum, pada orang maupun situasi tertentu. Imunitas sebagai hak 

yang dimiliki Advokat dalam menjalankan tugasnya ketika membela 

kliennya, khususnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam 

tatanan Hukum Indonesia, Hak Imunitas Advokat diatur dalam Pasal 16 

Undang-undang Advokat. Namun, dikarenakan perumusan yang cukup 

terbatas, maka agar penerapan hak imunitas Advokat dapat sesuai dan 

tidak disalahgunakan, maka harus terdapat kriteria yang memperjelas 

Pasal 16 Undang-undang Advokat, yaitu: 

e. Advokat ketika sedang menjalankan tugas profesinya; 

f. Didasarkan oleh itikad baik; 

g. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh Advokat dalam membela 

kliennya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan; dan  

h. Seluruh tindakannya dilakukan untuk kepentingan klien, demi 

tegaknya hukum. 
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Kriteria tersebut menjadi penting agar dalam praktiknya tidak ada 

penyalahgunaan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-undang Advokat. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hak imunitas Advokat berlaku ketika ia sedang menjalankan tugas 

profesinya, yaitu membela kepentingan klien, yang didasarkan oleh 

itikad baik, dengan kesesuaian tindakannya dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada, dengan tujuan demi tegaknya hukum. 

b. Terkait Rumusan Obstruction of Justice 

Bahwa Obstruction of Justice merupakan tindakan yang dengan sengaja 

mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak 

langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi. Ketentuan tentang 

Obstruction of Justice ini diatur di dalam Pasal 21 Undang-undang 

Tipikor dan beberapa pasal di dalam KUHP. 

Namun, rumusan Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-

undang Tipikor terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multi-tafsir. 

Maka dari itu diperlukan perbaikan dalam tersebut dikarenakan luasnya 

rumusan dari Pasal 21 Undang-undang Tipikor. Akibatnya, hakim 

diberikan kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap bentuk 

perbuatan yang tergolong ke dalam Obstruction of Justice. Perbaikan 

atau perluasan tersebut bertujuan agar penegakan hukum pidana dapat 

berjalan secara efektif. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dari 

pemerintah dan juga pihak legislatif adalah perlu adanya peraturan 

mengenai Obstruction of Justice dalam proses penyelidikan dan proses 

eksekusi. 

Jadi, terdapat beberapa kriteria dalam penerapan Hak Imunitas 

Advokat sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Advokat. Namun, 
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seringkali terjadi perbenturan kepentingan dalam penerapannya. Selain 

itu, terkait dengan rumusan dalam Pasal 21 Undang-undang Tipikor 

yang mengatur tentang Obstruction of Justice, rumusan pasal tersebut 

terlalu luas, terutama terkait dengan frasa “mencegah, merintangi, atau 

menggagalkan”. 

5.2.Saran 

Terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka 

Penulis dapat memberikan beberapa saran, diantaranya: 

1. Pasal 16 Undang-undang Advokat perlu dilengkapi, khususnya terkait 

dengan kriteria Hak Imunitas Advokat. Pelengkapan tersebut dapat 

dilakukan dengan melihat Pasal 50 dan Pasal 7 Huruf G Kode Etik 

Advokat sebagai acuan untuk mendukung pemberlakuan Hak Imunitas 

Advokat. Selain itu juga, harus adanya kriteria dalam melakukan penerapan 

hak imunitas Advokat, yaitu: 

a. Advokat ketika sedang menjalankan tugas profesinya; 

b. Didasarkan oleh itikad baik; 

c. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh Advokat dalam membela 

kliennya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan; dan  

d. Seluruh tindakannya dilakukan untuk kepentingan klien, demi 

tegaknya hukum. 

2. Bahwa untuk mencegah multi-tafsir dalam penerapan Pasal 21 Undang-

undang Tipikor, maka diperlukan adanya perbaikan pada pasal tersebut 

karena rumusannya terlalu luas. Perbaikan tersebut dilakukan dengan 

mengkaji jenis perbuatan yang dilarang oleh pasal yang bersangkutan agar 

lebih konkrit dan tidak menimbulkan multi-tafsir dalam penerapannya. 
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Selain itu, perlu adanya peraturan mengenai Obstruction of Justice dalam 

proses penyelidikan dan proses eksekusi. 
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